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Menimbang 

Mengingat 

PERATIJRAi~ MmI'ERI KESEHA.T.AN REPUBLIK INOONESIA 

NCt>OR : 59/MEN.KES/PER/II/1982. 

TIWTANG 

LARAL~GAN PERIDARAN, PRODUKSI DAN MENGIMroR MJNlt.fAN 

KERAS YANG TIDAK TERDAFI'AR PADA DEPARTFMF.N KEseIATAN. 

MENTERI KESEH.i\.TAN RERJBLIK INDONESIA, 

a •. bahwa mi.numan keras yang tidak terdaftar pad.a Departanen Kesehatan, 

karena tid.ak .diketahui asal usulnya, persyaratan mutunya serta pro- · 

ses produksi.'lya <la.pat ma11bahayakan kesehatan manusia dan merugikari 

masyarakat; 

b. bahwa. berhubung dengan hal tersebut di atas perlu dicegah peredaran, 
produksi dan pengjmpora.Tt minunan keras yang tidak terdaftar, dalam 
wilayah Indonesia: 

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan 
Rep.iblik Indonesia tentang larangan peredaran, produksi dan .meng:i.m

JX>r minurnan keras yang tidak terdaftar pad? Departanen Kesehatan. 

1. Undang-tmdang No. 9 Tamm 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lanba
ran Negara Talum 1960 NJ. 131, Tambahan Lanbaran Negara No. 2068); 

2. Ordonansi Ba.han-baha:tl Berbahaya (Gevaarlijke Steffen Ordonnantie Stbl 
1949 No. 377); 

3. Keputusan Menteri Perdagangan R. I. No. 314/KP/VIII/74 tanggal 14 Agus

tus 1974 tentang Peredaran, Imper dan Ekspor Obat, Makanan Minunan,. 
Alat Kecantikan clan Alat Kesehatan; 

4. PeraturanMenteri Kesehatan R.I . No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang 
Produksi clan Peredaran Ma.kanan; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 330/Men.Kes/Per/XII/76 tentang 
Wajib Daftar Makanan; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 86/Men.Kes/Per/J.Vi77 tentang Mi

nmian Keras; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan R. I. No. 237/Men.Kes/Per/VI/79 tent.ang 
Perubahan Peraturan ten.tang Waj ib Daftar Maka.nan; · 

MIM!'JIUSKAN .... 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENI'ERI .KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA TEr-ITANG LARANGAN PEREDARAN, 

PRODUY.SI DAN MENGIMroR MINl)!IWJ KERAS YANG TIDAK TERDAFI'AR PADA DEPAR1Th1EN 

KESEHi\T.AN. 

Pasal 1 
Yang di.Imksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan : 

a. Mimnnan Keras adalah sanua jenis mi.rumlan beralkohol tetapi bukan obat, 

sebagaimana d.imaksud dalam Peraturan Menteri :Kesehatan R. I. No. 86/ 

Men.Kes/Per/IV/77 tentang Mib.trnan Keras; 

b. Minunan Keras tidak terdaftar adalah minuman keras yang tidak didaftar

kan pad.a Departemen Kesehatan? sebaga:imana dooksud dala.'ll Peraturan 

Menteri Kesehatan R.I. ?-b. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan 

Peredaran Ma.1<anan dan. No. 330h~enS •. es/Per /XII/76 tentang Waj ib Ihftar 
Makanan; 

c. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan. maniliki 

atau memptmyai persediaan di tenpat penjualan, ualam rtnnah rnakan, di 
paberik yang memprodu..lcsi , di niang perusahaan lain dari pad.a yang tersebut 

di atas, di halaman, dalam kendaraan, kn.pal udara, kapal laut, perahu 
atau di tempat lain, kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk kollSunsi 

sendiri, sebagaimana di10ksud dalarn Peraturan Menteri Kesehatan R.I. 
No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produk.si dan Peredaran Maktman; 

d. Manproduksi adal2h membuat~ mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mem

bungkus kembali tmtuk diedarkan; 

e. Mengi'llpOr adalab mernasukkan makanan ke wilayah Indonesia. 

Pasal , 2 

Minuman keras yang tidak terdaftar pada Depa.rtemen Kesehatan Republik Indone

sia dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kcsehatan mamsia. 

Pasal 3 
Dilarang mengedarkan, memprodu.·si dan mengimpor minuman keras yang tidak ter

daftar pad.a Dernrtanen Kesehatan Republik Indonesia. 

Pasal 4 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan hukum.m kunmg
an atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalcun Pasal 2 ayat (1) Unda.ng

undang Bahan-bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377 (Gavaarlijke Stoffen Ordon

nanntie Stb. 1949 No. 377). 

Pasal S. • •••••••• 
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Pasal S 

Pelaksanaan Pera.turan Menteri ini ditetapkan lebL11 lanjut oleh Direktur Jende.
ral Pengawasan Obat dan M::tka:rum atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini m.ulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkm1. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 

ini dengan penempa.ta.Yl!r/U dalarr:. Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di : J .t-... K A R T A 


